
 

 

ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BOBOTOH KETANGKASAN 

DOMBA GARUT DALAM PERJUDIAN ADU DOMBA GARUT DALAM 

PERJUDIAN ADU DOMBA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 bis 

AYAT (1) KE 2 KUHP DI PAMIDANGAN MUKTI SATWA DI POLSEK 

TAROGONG KALER GARUT 

 

 Kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut merupakan kegiatan 

populer di wilayah Kabupaten Garut, terutama di Pamidangan Mukti Satwa, Desa 

Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler. Tetapi kenyataan dilapangan masih 

banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Kegiatan Seni Laga 

Ketangkasan Domba Garut sebagai ajang atau tempat praktek perjudian. 

Memanfaatkan kegiatan kebudayaan dengan perjudian oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab dapat merusak nilai-nilai kebudayaan, dapat merusak citra 

baik terhadap kegiatan Seni Laga Ketangkasan Domba Garut. 

 Adapun yang menjadi indentifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

bagaimanakah penegakan hukum terhadap bobotoh ketangkasan domba garut 

dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 

KUHP di Pamidangan Mukti Satwa di Polsek Tarogong Kaler Garut, kendala-

kendala dalam penegakan hukum tehadap bobotoh ketangkasan domba garut 

dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 

KUHP beserta upaya-upaya dalam penegakan hukum tehadap bobotoh 

ketangkasan domba garut dalam perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 

303 bis ayat (1) ke 2 KUHP di Polsek Tarogong Kaler Garut. 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode 

penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu 

suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada pada norma-norma hukum 

yang berlaku dan berdasarkan pada kenyaatan dilapangan. 
 Penegakan Hukum terhadap Bobotoh ketangkasan domba Garut dalam 

perjudian adu domba dihubungkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 di 

Pamidangan mukti satwa di Polsek Tarogongkaler Garut belum berjalan secara 

efektif, hal ini terjadi karena kegiatan seni laga ketangkasan domba garut 

merupakan kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan secara turun-temurun, 

sehingga penegakan hukum tidak berjalan optimal. Serta kurangnya kepedulian 

masyarakat, banyaknya penonton yang datang, kurangnya pengetahuan aparat 

kepolisian mengenai sistem pemilihan lawan yang tidak ditentukan oleh panitia 

penyelenggara. 

 

  


